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ABSTRAK 

Kemiskinan di provinsi Aceh masih tergolong tinggi, disisi lain pemerintah Aceh 

sudah didukung dengan adanya dana otonomi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh derajat kemandirian fiskal dan derajat desentralisasi fiskal 

terhadap kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota di provinsi Aceh periode tahun 2008 – 

2021. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi data panel dengan 

pendekatan Random Effect Model (REM). Dari hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Selanjutnya, dari hasil pengujian secara simultan diperoleh 

hasil bahwa kemandirian fiskal dan desentralisasi fiskal bepengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan. Dari hasil analisis ini pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi 

Aceh harus terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya, terutama 

dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan derajat 

kemandirian dan desentralisasi fiskal yang berimplikasi pada pertumbuhan 

ekonomi dan menurunkan jumlah kemiskinan di daerahnya. 

 

Kata Kunci : Derajat Kemandirian Fiskal, Derajat Desentralisasi Fiskal, 

Kemiskinan.  
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Abstract 

Poverty in the province of Aceh is still relatively high, on the other hand the Aceh 

government has been supported by special autonomy funds. This study aims to 

analyze the effect of the degree of fiscal independence and the degree of fiscal 

decentralization on poverty in 23 districts/cities in Aceh province for the period 

2008 – 2021. The research model used is a panel data regression model with a 

Random Effect Model (REM) approach. The partial test results show that fiscal 

independence has a negative and significant effect on poverty and fiscal 

decentralization has a positive and significant effect on poverty. Furthermore, the 

results of the simultaneous test show that fiscal independence and fiscal 

decentralization have a significant effect on poverty. From the results of this 

analysis, district/municipality governments in Aceh province must continue to 

increase their sources of regional income, especially from local taxes and regional 

levies so that they can increase the degree of independence and fiscal 

decentralization which have implications for economic growth and reduce poverty 

in their regions. 

 

Keywords: Degree of Fiscal Independence, Degree of Fiscal Decentralization, 

Poverty.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia dan di tetapkannya 

Undang-Undang Nomor 32 sampai 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah 

Kabupaten dan pemerintah Kota telah mendapatkan wewenang untuk mengatur 

daerah nya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang 

mengedepankan kemandirian daerahnya sendiri, maka di harapkan akan 

menciptakan efisiensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Aceh  

merupakan salah satu provinsi yang telah di tetapkan sebagai daerah otonomi. 

Penetapan Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus merupakan salah satu 

kebijakan Pemerintah Indonesia pasca konflik yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan perekonomian. Namun pada tahun 2021 provinsi Aceh menjadi 

provinsi termiskin di Sumatera, karena dana otonomi khusus dan dana APBA 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) belum di manfaatkan secara baik, dan 

dana otonomi khusus belum mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat.1 

Sejak di berikannya dana otonomi khusus di tahun 2008 sampai dengan tahun 

2021 total dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 88,43 

Triliun. Nominal yang diperoleh tersebut sangatlah besar, pengelolaan dana 

                                                             
1 Chandra Gian Asmara, “Kaya Sumber alam, kenapa Aceh jadi daerah termiskin”, 

https://www.cnbcindonesia.com. Diunduh tanggal 19 Maret 2022. 
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otonomi khusus juga belum di kelola dengan maksimal, di buktikan dengan sisa 

dana otonomi khusus tahun 2013 sampai 2020 sebesar 7,7 Triliun.2 

Gambar 1.1 

Jumlah Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2008-2021 

 
Sumber : Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia tahun 2020 dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk 

Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia. 

 

Dari gambar 1.1 terlihat bahwa dana otonomi khusus terus meningkat setiap 

tahunnya. Provinsi Aceh menerima dana otonomi khusus sebesar 3.590 triliun 

tahun 2008, kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 9.563 

triliun. Penerimaan dana otonomi khusus provinsi Aceh meningkat secara bertahap 

sesuai dengan kenaikan DAU (Dana Alokasi Umum) Nasional bergantung pada 

kenaikan APBN (Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara)3. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa di tahun 2021 jumlah penduduk 

miskin di Aceh  adalah sebanyak 850 ribu orang, pada bulan Maret sampai 

September, angka kemiskinan meningkat 0,20 persen atau 16 ribu orang sejak bulan 

Maret 2021 hingga September 2021, pada tahun 2020 lalu Badan Pusat Statistik 

                                                             
2 Forum Group Discussion, “Evaluasi pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh”, 

https://djpk.kemenkeu.go.id. Diunduh tanggal 27 Juli 2022. 
3 Bappeda Aceh, ”Laporan Pengukuran Kemiskinan Aceh tahun 2021”, https://bappeda-

dev.acehprov.go.id/media/2022.08/kemiskinan_cetak1.pdf. Diunduh tangal 22 Oktober 2022 
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(BPS) mencatat, penduduk miskin di Aceh berkisar 15,43 persen atau sebanyak 833 

ribu orang.4 

Gambar  1.2 

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2008-2021 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2008-2021). 

Dari gambar 1.2 terlihat bahwa angka kemiskinan di aceh mengalami fluktuasi, 

dimana pada Tahun 2019 mengalami penurunan angka kemiskinan dikarenakan 

mayoritas penduduk di Aceh banyak berada di pedesaan yang bermata pencarian 

sebagai petani, nelayan dan perkebunan, sehingga angka kemiskinan di pedesaan 

sudah menurun, secara kumulatif jumlah penduduk miskin di Aceh juga ikut 

menurun.5 Angka kemiskinan naik kembali pada tahun 2020 sampai 2021, hal ini 

disebabkan karena adanya pertambahan penduduk karena kembalinya para pekerja 

dari luar daerah karena pandemi. Hasilnya Aceh menempati rangking dengan 

provinsi termiskin di Sumatra. 

Tingginya angka kemiskinan di Aceh sudah terjadi sejak tahun 2000, dimana 

di tahun 2000 angka kemiskinan sebanyak 595 ribu jiwa dan angka kemiskinan 

                                                             
4 BPS, “Jumlah penduduk miskin menurut Kab Kota di Aceh”, https://aceh.bps.go.id. 

Diundunh tanggal 19 Maret 2022. 
5 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, “Penurunan Kemiskinan Aceh Dinilai Dampak 

Kenaikan Produksi Padi, Angka Kemiskinan Capai 21,85 Persen”, https://distanbun.acehprov.go.id. 

Diunduh tanggal 25 Oktober 2022. 
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terus naik dari tahun 2001 hingga tahun 2007 dimana angka kemiskinan di tahun 

2007 sebanyak 1.083.500 juta jiwa.6 Dana otonomi khusus Provinsi Aceh yang 

sudah diberikan Pemerintah Sejak tahun 2008 sampai tahun 2021 masih belum 

dimanfaatkan secara baik. Aceh mempunyai kekayaan alam yang besar, namun 

optimalisasi dari sumber daya alam tersebut masih rendah. 7 

Otonomi daerah merupakan kondisi dengan melihat kemampuan daerah 

melalui fungsi pemerintahan yang cepat, dekat dan tepat sehingga manajemen 

pemerintahan dapat tertata dengan responsive, akuntabel, transparan dan efisien 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pemerintah daerah yang merupakan 

pemegang mandat pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah 

mempunyai peranan terhadap pengelolaan sumber daya yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.8 

Salah satu ciri pertama suatu daerah mampu melakukan otonomi dinyatakan 

pada kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerahnya untuk tujuan tingkat angka proporsi ketergantungan pada 

pemerintah pusat yang semakin kecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli suatu 

daerah harus menjadi alat utama dalam dana pembangunan ekonomi daerah. Tujuan 

dari otonomi suatu daerah dinyatakan sebagai untuk menekan angka Keniskinan 

dalam suatu daerah. 

                                                             
6 BPS, “Jumlah penduduk miskin menurut Kab Kota di Aceh”, https://aceh.bps.go.id. 

Diundunh tanggal 30 Juli 2022. 
7 Cantika Adinda, “Aceh jadi provinsi termiskin se sumatera ini biang 

keroknya”,https://www.cnbcindonesia.com. Diunduh tanggal 19 Maret 2022. 
8 Milda Handayani, “Analisis kemandirian dan kemampuan keuangan daerah terhadap 

kemiskinan di kabupaten bogor", (Febi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021), h. 23. 
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Adanya otonomi suatu daerah memberikan kewenangan kepada masing 

masing suatu daerah untuk mampu mengelola suatu daerah untuk tujuan lebih luas. 

Pemerintah suatu daerah di harapkan mampu menggali sumber penghasilan 

pendapatan asli suatu daerah sehingga akan meningkatkan tingkat angka 

kemandiriannya terhadap pusat.9 

Dalam kebijakan fiskal terdapat komponen penting yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yaitu pengeluaran pemerintah dimana dalam teori ekonomi 

Keynes terdapat efek multiplier atau angka pengganda akibat penambahan jumlah 

konsumsi pemerintah yang berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi serta dapat 

menambah tingkat kesempatan kerja.10   

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan 

pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan kemiskinan. Ada suatu 

korelasi menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan 

tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.11 

Keberhasilan daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah dapat 

dilihat dari bagaimana daerah dapat menanggulangi kemiskinan di wilayah 

tersebut. Hal ini menandakan bahwa daerah mampu secara efektif dan efisien dalam 

                                                             
9 Muhammad Khadafi, “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana 

otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan di provinsi  Aceh periode 2010-2017” (Febi, 

Universitas Malikussaleh, 2020), h.23. 
10 R abdi aziiz bagaskoro, “keynesian model;Analisii dampak kebijakan monoter dan fiskal 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia” (FEBI, universitas Muhamadiyah Malang, 2019), h.4. 
11 Syaripah Fitriana, “Pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran dan 

Kemiskinan di Provinsi Jambi”, (FEBI, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), h. 5. 
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melaksanakan pembangunan daerahnya sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat derajat kemandirian dan desentralisasi 

fiskal pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di provinsi Aceh. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, maka 

dapat di identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Dana otonomi khusus belum berkontribusi dengan baik dalam mengatasi 

kemiskinan. 

2. Tingkat kemandirian fiskal masih tergolong rendah. 

3. Sumber daya APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) masih 

tergolong rendah. 

1.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilihat berdasarkan derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal 

terhadap kemiskinan di provinsi Aceh pada era otonomi khusus. Penelitian ini 

khusus dilakukan dengan data kemiskinan provinsi Aceh tahun 2008- 2021. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kategori rata-rata derajat kemandirian fiskal pada 23 Kabupaten di 

Aceh? 

2. Apakah kategori rata-rata derajat desentralisasi fiskal pada 23 Kabupaten 

di Aceh? 
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3. Apakah derajat kemandirian fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

provinsi Aceh? 

4. Apakah derajat desentralisasi fiskal mempengaruhi tingkat kemiskinan di 

provinsi Aceh? 

5. Apakah derajat kemandirian dan desentralisasi fiskal mempengaruhi 

tingkat kemiskinan di provinsi Aceh? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat derajat kemandirian fiskal dalam 

mengatasi kemiskinan di provinsi Aceh. 

2. Untuk mengetahui tingkat derajat desentralisasi fiskal dalam 

mengatasi kemiskianan di provinsi Aceh. 

3. Untuk mengetahui tingkat derajat kemandirian dan desentralisasi 

fiskal dalam mengatasi kemiskinan di provinsi Aceh. 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah: 

1. Manfaaat secara teoritis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang 

berguna bagi pembaca mengenai derajat kemandirian dan 

desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di provinsi Aceh era 

otonomi khusus. 
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b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri Langsa. 

2. Manfaat secara praktis 

 Memberikan informasi bagi Pemerintah Aceh mengenai 

kemandirian dan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di provinsi 

aceh di era otonomi khusus. 

1.6 Penjelasan Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

1. Derajat kemandirian fiskal adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk 

membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung dari 

bantuan luar, termasuk pemerintah pusat.12 

2. Derajat desentralisasi fiskal adalah bentuk pemindahan tanggung jawab, 

wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil dan lain-lain) dari 

Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah.13 

3. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok 

orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya atau didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup 

minimum.14 

                                                             
12 BPK, “Laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal Pemerintah Daerah tahun anggaran 

2018 dan 2019”, www.bpk.go.id . Di unduh pada tanggal 19 maret 2022. 
13 Hadi Hasana, “Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal” dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Maret 

2011, h. 46-58. 
14 Abdul Rohman, “Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa”,Jurnal Pembangunan 

Perdesaan”, Vol. IV No. 2, (Agustus, 2004), h. 147. 
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4. Otonomi khusus adalah suatu desentralisasi sebagai salah satu jalan untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.15 

5. Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Aceh.16 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan dan pedoman penulisan. 

Bab II Landasan Teoritis 

Memaparkan mengenai pengertian pengertian, penelitian terdahulu, kerangka 

konsep dan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Menguraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, identifikasi dan operasional 

variable, teknik analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang gambaran umum objek Penelitian, deskrisi data penelitian, uji 

persyaratan analisis, uji hipotesis dan analisis peneliti. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

  

                                                             
15 Suharyo, “Otonomi khusus Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi 

penindihan hokum” (Jakarta, Vol 18, No 3, 2018). 
16 Sailal Arimi, “Analisis faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengesahan anggaran 

Pendapatan dan belanja Aceh tahun 2010” (Tesis, UGM S2 Magister Ekonomi Pembangunan 2011). 


	SKRIPSI DIAN MAULANA RIZKI
	dian maulana rizki
	SKRIPSI DIAN MAULANA RIZKI

